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TANGGUNG JAWAB HUKUM TEHADAP PERJANJIAN HUTANG 
PIUTANG ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR PADA PD.BPR BANK 
KARANGANYAR 
Abstrak 
Bank Perkreditan Rakyat adalah salah satu jenis bank yang mempunyai kegiatan 
utama menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada nasabah. 
Peminjaman dana oleh nasabah dilakukan dengan membuat perjanjian hutang 
piutang antara nasabah dengan bank perkreditan rakyat. Tujuan dari penelitian ini 
untuk mengetahui proses perjanjian hutang piutang di Bank Perkreditan Rakyat 
Karanganyar Cabang Colomadu Kabupaten Karanganyar, Peraturan yang berlaku, 
hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta tanggung jawab hukum apabila salah 
satu pihak melakukan kesalahan dalam perjanjian Hutang Piutang tersebut. Metode 
pendekatan merupakan pendekatan normatif, di mana akan meneliti asas – asas 
hukum dan kaidah – kaidah hukum dari peraturan yang ada yang berkaitan dengan 
perjanjian Hutang Piutang di Bank Perkreditan Rakyat. Sumber data yang digunkan 
adalah data sekunder dengan disertai penelitian lapangan untuk memperoleh data 
primer. Hasil penelitian menunjukan bahwa perjanjian dapat terlaksana apabila 
Nasabah memenuhi syarat administrasi dan syarat hukum yang diberikan Bank, 
setelah terpenuhi maka Nasabah mengisi formulir perjanjian, setelah terjadi 
kesepakatan dan penandatanganan perjanjian maka timbullah hak dan kewajiban bagi 
para pihak yang harus di laksanakan. Tanggung jawab hukum muncul karena adanya 
kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian. 
Kesalahan bisa didasarkan karena Wanprestasi atau karena Perbuatan Melawan 
Hukum. Dengan kesalahan tersebut maka dia harus bertanggung jawab menurut 
hukum yaitu untuk mengganti kerugian karena Wanprestasi Pasal 1240 s.d. 1252 
KUHPerdata sedangkan Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdata. 
Kata Kunci: perjanjian hutang piutang, hak dan kewajiban, tanggung jawab hukum. 
Abstract 
Rural Banks are one type of bank that has the main activity of providing storage 
services and borrowing funds to customers. The borrowing of funds by customers is 
done by making a loan agreement between the customer and the people's credit bank. 
The purpose of this study is to find out the process of debt agreement in the 
Colomadu Karanganyar Branch of the Karanganyar Rural Bank, the applicable 
regulations, the rights and obligations of both parties, and legal responsibility if one 
of the parties made a mistake in the Debt Payable agreement. The approach method 
is a normative approach, in which the legal principles and legal rules of the existing 
regulations relating to the debt receivables agreement in the Rural Bank are 
examined. The source of the data used is secondary data accompanied by field 
research to obtain primary data. The results of the study show that the agreement can 
be carried out if the Customer fulfills the administrative requirements and legal 
requirements provided by the Bank, after the Customer completes the agreement 
form, after an agreement and signing of the agreement arises the rights and 
obligations of the parties that must be carried out. Legal responsibility arises because 
of an error made by one of the parties who made the agreement. Errors can be based 
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on Default or because of Unlawful Actions. With this error, he must be responsible 
according to the law, namely to compensate for Default Article 1240 s.d. 1252 Civil 
Code while Acts against the Law Article 1365 Civil Code. 
Keywords: loan agreement, rights and obligations, legal responsibility. 
 
1. PENDAHULUAN 
Dalam kehidupan sehari – hari keperluan akan dana guna menggerakkan roda 
perekonomian dirasa semakin meningkat. Disatu sisi terdapat masyarakat yang 
kelebihan daa namun tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya, dan 
terdapat kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berusaha, namun 
terhambat oleh dana karena hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki dana 
sama sekali. Untuk mempertemukan keduanya diperlukan intermediary yang akan 
bertindak selaku kreditur yang akan menyediakan dana untuk debitur. Dari sinilah 
timbul perjanjian utang piutang (Widjaja dan Yani, 2000) 
Bank sebagai salah satu badan usaha yang berdasarkan kegiatan perbankan 
dapat membantu masyarakat dalam hal ini pemenuhan kebutuhan tersebut melalui 
penyaluran pinjaman. Sebab Bank memiliki salah satu tujuan untuk memajukan 
perekonomian masyarakat pada umumnya. 
Perjanjian hutang piutang diatur dalam bab Ketiga Belas Buku Ketiga 
HUHPerdata. Dalam Pasal 1754 KUHPerdata menjelaskan bahwa hutang piutang 
ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain 
suatu jumlah tertentu barang –barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan 
syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama 
dari macam dan keadaan yang sama pula 
Setelah hutang piutang tersebut disepakati oleh kedua pihak yaitu pihak Bank 
yang bertindak sebagai kreditur dengan nasabah yang bertindak sebagai debitur, 
maka terjadilah perjanjian hutang piutang yang akan mengikat kedua belah pihak 
yang akan menimbulkan hubungan hukum yang kemudian akan melahirkan hak dan 
kewajiban bagi masing – masing pihak yang harus dilaksanakan. Apabila salah satu 
pihak tidak melaksanakan apa yang telah disepakati dan melakukan kesalahan atas 
dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, maka pihak yang akan melakukan 
kesalahan tersebut mempunyai tanggung jawab hukum. 
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Perjanjian hutang piutang atau perjanjian kredit yang dilakukan antara para 
pihak pada umumnya dalam bentuk perjanjian baku. Menurut Sudikno 
Mertokusumo, perjanjian baku itu sendiri adalah perjanjian yang isinya ditentukan 
secara a-priori oleh penguasa atau perorangan yang pada umumnya kedudukannya 
lebih kuat atau lebih unggul secara ekonomis atau secara psikologis dengan pihak 
lawannya (Wardiono, 2014). 
Maka dalam hal perjanjian hutang piutang di Bank, perjanjian baku tersebut 
dibuat oleh pihak yang meminjamkan uang atau kreditur dalam hal ini adalah Bank 
karena mempunyai kedudukan yang lebih kuat daripada pihak peminjam (debitur) 
yaitu nasabah. Sehingga nasabah selaku debitur hanya mempunyai dua pilihan yaitu 
menyetujui atau menolak perjanjian hutang piutang tersebut (take it or leave it). 
Sehingga apabila pihak peminjam (nasabah) menyetujui perjanjian baku 
tersebut, berarti pihak peminjam secara setuju pada isi perjanjian tersebut. Apabila 
pihak peminjam sudah menandatangani perjanjian tersebut, maka harus dianggap 
mengetahui serta menghendaki dan karenanya bertanggung jawab pada isi dari 
perjanjian tersebut (Ginting, 2014). 
Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi : pertama,Bagaimana 
proses pelaksanaan perjanjian hutang piutang di PD. BPR BANK 
KARANGANYAR cabang Colomadu. Kedua, Bagaimana peraturan serta hak dan 
kewajiban bagi kedua belah pihak. Ketiga, Bagaimana tanggung jawab hukum 
apabila salah satu pihak melanggar atau melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi 
dan perbuatan melawan hukum. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan 
perjanjian hutang piutang di PD. BPR BANK KARANGANYAR cabang Colomadu, 
peraturan yang berlaku mengenai perjanjian hutang piutang, hak dan kewajiban bagi 
kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, serta tanggung jawab hukum apabila 
salah satu pihak melakukan kesalahan karena wanprestasi dan perbuatan melawan 
hukum. 
Manfaat yang diharapkan meliputi: Pertama, penelitian ini diharapkan 
mampu mengembangkan pengetahuan penulis dalam menyusun suatu penulisan 
hukum dan juga mengembangkan pengetahuan penulis dalam bidang hukum sebagai 
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bekal untuk terjun nyata dalam lingkungan masyarakat. Kedua, diharapkan berguna 
bagi masyarakat agar lebih memahami proses pelaksanaan dalam perjanjian hutang 
piutang di Bank. Ketiga, memberikan sumbangan pemikiran serta menambah 
referensi dan literature dalam dunia kepustakaan guna perkembangan ilmu hukum 
khususnya di bidang hukum perdata. 
2. METODE 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif 
karena dalam penlitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas, 
hukum dalam tanggungjawab hukum terhadap pelaksanaan utang – piutang antara 
kreditur dengan debitur di “PD. BPR Karanganyar.” 
Jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk 
memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh mengenai 
tanggung jawab hukum terhadap utang – piutang antara kreditur dengan debitur di 
“PD. BPR Karanganyar.” Sumber data diperoleh baik dari penelitian kepustakaan 
dan penelitian lapangan. 
Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode analisa data 
kualitatif yaitu mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku literatur yang 
berhubungan dengan tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan perjanjian kerja 
kemudian dipadukan dengan pendapat responden dilapangan yang setelah itu 
mencari pemecahan yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. 
3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Proses pelaksanaan perjanjian hutang piutang di PD. BPR bank 
Karanganyar cabang Colomadu 
3.1.1 Proses sebelum terjadinya perjanjian hutang piutang 
Nasabah harus memenuhi dan melengkapi syarat – syarat administrasi. Syarat 
administrasi tersebut terutama adalah mengisi formulir pengajuan hutang karena 
syarat utama dari pengajuan hutang adalah nasabah harus berusia minimal 17 
tahun atau sudah mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau sudah kawin 
dan maksimal berusia 65 tahun pada saat kredit berakhir. 
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Selanjutnya, nasabah mengisi surat permohonan hutang yang sudah 
disediakan oleh pihak Bank. Dalam surat tersebut, nasabah mengisi data berupa 
jumlah pengajuan permohonan hutang kepada Bank, jangka waktu 
pengembalian hutang, jenis hutang, yang akan diserahkan, dan kepentingan 
hutang oleh nasabah. 
Anggunan atau jaminan di PD. BPR Bank Karanganyar dapat berupa 
Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atau sertifikat hak milik rumah 
atau tanah.  
Setelah nasabah mengisi surat permohonan hutang tersebut, kemudian 
pihak Bank akan melakukan analisis lebih lanjut mengenai nasabah dengan cara 
wawancara untuk menilai kemampuan nasabah apakah dapat mengembalikan 
atau melunasi hutang tepat pada waktunya sesuai dengan yang disepakati. 
Bentuk perjanjian hutang piutang di PD. BPR Bank Karanganyar adalah 
perjanjian baku dimana format, isi, dan klausula – klausula telah ditetapkan 
oleh pihak Bank. Walaupun perjanjian hutang piutang dibuat oleh pihak bank, 
tetapi tetap harus memenuhi syarat sah nya perjanjian yang diatur dalam Pasal 
1320 KUHPerdata. Hal ini agar supaya perjanjian hutang piutang tersebut sah 
dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yaitu : sepakat mereka yang 
mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu 
hal tertentu, suatu sebab yang halal.  
3.1.2 Pada saat terjadinya perjanjian hutang piutang 
Setelah syarat – syarat administrasi peminjaman hutang dipenuhi oleh nasabah, 
pihak Bank kemudian akan menyediakan akta perjanjian hutang piutang yang 
telah dibuat oleh pihak Bank untuk terlebih dahulu dibaca oleh nasabah selaku 
debitur sebelum melakukan penandatanganan perjanjian. 
Apabila nasabah telah membaca dan memahami seluruh isi akta 
perjanjian hutang piutang tersebut dan menyetujui seluruhnya serta bersedia 
melakukan segala hal yang telah diatur dalam perjanjian tersebut, maka 
terjadilah penandatanganan perjanjian oleh pihak Bank dan nasabah. Maka 




3.1.3 Proses setelah terjadinya hutang piutang  
Setelah terjadinya kesepakatan antara pihak Bank dengan nasabah yang 
mengakibatkan terjadinya perjanjian hutang piutang, maka sejak saat itu pihak 
Bank mempunyai hubungan hukum dengan nasabah yang kemudian 
menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing – masing pihak secara timbal 
balik. 
Apabila nasabah telah melunasi hutang beserta bunga atau jasanya 
kepada pihak Bank, maka perjanjian hutang piutang antara pihak Bank dan 
nasabah telah berakhir demi hukum, dan jaminan yang diserahkan untuk 
menjamin pinjaman hutang tersebut oleh pihak Bank dikembalikan kepada 
nasabah. 
3.2 Peraturan serta hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian hutang - 
piutang di PD. BPR Bank Karanganyar cabang Colomadu 
Peraturan yang berlaku pada perjanjian hutang piutang antara pihak bank dengan 
nasabah di atur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Selain itu peraturan 
yang digunakan adalah klasula – klasula baku yang ketentuannya terdapat di akta 
perjanjian utang piutang PD. BPR Bank Karanganyar yang merupakan perjanjian 
baku yang di buat oleh pihak Bank. 
Adapun hak dari pihak Bank selaku kreditur antara lain : (1) menerima 
pengembalian atau pelunasan hutang yang telah dipinjamkan oleh nasabah sekali 
debitur secara tepat waktu. (2) berhak mendapatkan pembayaran angsuran pinjaman 
pokok dan bunga tepat waktu dan sesuai dengan yang di perjanjikan. (3) berhak 
menerima surat kepemilikan atas barang yang dijaminkan dan mempunyai kuasa 
penuh atas barang jaminan tersebut untuk mengambil dan menjualnya apabila 
nasabah melakukan kesalahan atau wanprestasi. (4) berhak melakukan penagihan 
kepada nasabah apabila mengalami keterlambatan membayar angsuran dan sudah 
lewat tanggal toleransi dari tanggal jatuh tempo, (5) apabila terjadi pelanggaran 
barang jaminan dan hasilnya belum mencukupi, pihak Bank berhak meminta 
kekurangan pembayaran pinjaman tersebut kepada Nasabah. 
7 
 
Kemudian kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak Bank adalah 
menyerahkan pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan kepada nasabah setelah 
penandatanganan perjanjian terjadi. 
Sedangkan hak dari nasabah selaku debitur antara lain : (1) berhak menerima 
pinjaman dari pihak bank, (2) mendapatkan pelayanan yang sama dengan nasabah 
lainnya, (3) mendapatkan kembali surat kepemilikan atas barang jaminan yang 
diserahkan kepada pihak Bank apabila nasabah telah melunasi segala kewajibannya, 
(4) apabila terjadi keterlambatan pengangsuran, berhak memilih membayar denda 
keterlambatan pada bulan berikutnya pada saat pelunasan hutang. 
Untuk kewajiban yang harus dilaksanakan nasabah antara lain : (1) wajib 
menyerahkan dokumen – dokumen secara benar sesuai dengan persyaratan hutang di 
PD. BPR BANK KARANGANYAR, (2) menanti segala peraturan pinjaman hutang 
yang terdapat dalam perjanjian maupun yang akan di tetapkan kemudian berdasarkan 
kesepakatan kedua belah pihak, (3) melakukan pembayaran angsuran secara tepat 
waktu di kantor PD. BPR BANK KARANGANYAR, (4) menyerahkan surat 
kepemilikan atas barang jaminan kepada pihak Bank sesuai yang telah di perjanjikan, 
(5) memlihara dan menjaga barang jaminan dan apabila terjadi kerusakan maka 
menjadi tanggungan nasabah. (6) tidak diperbolehkan menjual atau menggadaikan 
barang jaminan kepada pihak lain tanpa seijin tertulis dari pihak Bank, (7) apabila 
terjadi keterlambatan pembayaran angsuran, wajib membayar denda keterlambatan 
perbulan sebesar 2% dari sisa pokok pinjaman, (8) anggota tetap wajib membayar 
denda dan bunga apabila pelunasan pinjaman melebihi jangka waktu yang telah di 
sepakati (Tenor), (9) wajib menyerahkan barang jaminan untuk di lelang apabila 
nasabah melakukan wanprestasi dan sudah mendapatkan peringatan sebanyak 3 
(tiga) kali, (10) wajib membayar kekurangan apabila hasil lelang barang jaminan 
masih belum mencukupi, (11) wajib menanggung segala beban pajak, premi 
asuransi, biaya administrasi dan ongkos – ongkos lainnya yang berhubungan dengan 




3.3 Tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan 
dalam perjanjian hutang–piutang di PD. BPR Bank Karanganyar cabang 
Colomadu 
3.3.1 Tanggung jawb hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan karena 
adanya wanprestasi.  
Pihak Bank dapat dikatakan jarang melakukan wanprestasi dalam kegiatan 
hutang – piutang kepada nasabah. Karena pihak bank mempunyai tugas untuk 
mengelola Bank harus berpegang pada asas kehati – hatian dalam 
menjalankan kegiatan perbankan. Namun apabila pihak Bank melakukan 
wanprestasi, maka Nasabah dapat meminta ganti rugi karena kerugian yang di 
deritanya melalui musyawarah kepada pihak Bank yang melakukan 
wanprestasi tersebut, pengantian rugi tersebut berdasarkan pasal 1243 
KUHPerdata namun apabila dalam kurun waktu tertentu pihak Bank tetap 
tidak membayar ganti kerugian kepada nasabah maka nasabah dapat 
menyelesaikannya melalui jalur hukum yaitu degan menngajukan gugatan 
wanprestasi kepada Pengadilan Negeri dengan Tergugatnya pihak Bank. 
Sedangkan untuk contoh kongkrit kesalahan yang dilakukan oleh 
Nasabah karena wanprestasi, yaitu adalah apabila nasabah tidak membayar 
angsuran dan denda keterlambatan selama 3 (tiga) bulan berturut – turut dan 
telah dilakukan penagihan di kediaman nasabah serta telah di beri suray 
peringatan sebanyak 3 (tiga) kali oleh pihak Bank yang berarti nasabah telah 
melakukan salah satu ciri – ciri dari wanprestasi yaitu tidak melakukan 
kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan, maka Pihak Bank dapat 
meminta kepada nasabahuntuk menyerahkan barang jaminan tersebut untuk 
dilelang. Apabila nasabah bersedia menyerahkan barang jaminan tersebut 
untuk dilelang maka pertanggungjawaban nasabah selesai karena Pihak Bank 
bisa mendapatkan pelunasan dari pelelangan barang jaminan tersebut. 
Namun, apabila nasabah tidak bersedia menyerahkan barang jaminan 
untuk dilelang pihak Bank, sehingga terjadi kredit macet yang dapat 
merugikan keuangan Bank. Maka pihak Bank dapat mengajukan gugatan atas 
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perbuatan wanprestasi yang dilakukan nasabah kepada Pengadilan Negeri 
agar pihak Bank tidak mengalami kerugian. 
3.3.2 Tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atas 
perbuatan melawan hukum 
Contoh kongkit perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Bank 
khusunya adalah menaikan suku bunga yang lebuh tinggi sehinga 
membertkan nasabah. Sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah hal ini 
berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata “ tiap perbuatan melanggar hukum, 
yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena 
salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” 
Sedangkan untuk perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh 
nasabah contoh kongkritnya adalah nasabah yang memberikan dokumen 
palsu kepada pihak Bank pada saat persyaratan administrasi perjanjian utang 
– piutang, atau menjual serta menggadaikan barang jaminan kepada pihak 
ketiga serta menimbulkan kerugian bagi pihak Bank. 
Kerugiaan yang diderita oleh pihak Bank dari perbuatan nasabahnya 
adalah pihak Bank yang merasa dirugikan karena pemalsuan yang di lakukan 
oleh nasabah, misalnya seharusnya pengajuan hutang tersebut tidak di setujui 
oleh pihak bank namun karena dokumen yang dipalsukan tersebut. Pihak 
bank menyetujuinya. Dan juga pihak Bank tidak dapat melakukan eksekusi 
terhadap barang jaminan untuk dilakukan lelang apabila nasabah melakukan 
wanprestasi, akibat barang jaminan tersebut telah digadaikan oleh nasabah 
pada pihak ketiga. 
Maka nasabah harus mengganti kerugian yang ditimbulkan berupa 
mengembalikan pinjaman uang yang dipinjamnya pada saat pihak Bank 
mengetahi bahwa dokumen nasabah adalah palsu atau melunasi seluruh 
kewajiban nasabah baik membayar pokok pinjaman, bunga maupun denda 
apabila ada dalam hal barang jaminan, hal ini berdasarkan pasal 1365 
KUHPerdata. 
Apabila nasabah yang melakukan perbuatan melawan hukum itu 
bersedia untuk mengganti kerugian kepada pihak Bank, maka 
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pertanggungjawaban nasabah tersebut selesai, namun apabila nasabah tidak 
bersedia mengganti kerugian kepada pihak Bank padahal sudah diperingatkan 
secara baik – baik oleh pihak Bank, maka pihak Bank dapat mengajukan 
gugatan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan nasabah yang 
mengakibatkan kerugian bagi dirinya kepada Pengadilan Negeri. 
4. PENUTUP  
4.1 Kesimpulan 
Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis mengambil 
kesimpulam sebagai berikut: 
4.1.1 Proses Pelaksanaan perjanjian utang – piutang antara kreditur dan debitur 
Dalam proses perjanjian utang – piutan pada PD. BPR Bank Karanganyar 
terdapat beberapa tahap, antara lain: Pemohon (Nasabah) harus melengkapi 
syarat – syarat administrasi. Syarat nasabah yang dapat mengajukan pinjaman 
harus berusia minimal 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, dan 
maksimal 60 (enam puluh) tahun paa saat kredit berakhir. 
Bentuk perjanjian utang–piutang di PD. BPR Bank Karanganyar 
adalah perjanjian baku. Dimana format, isi dan klasula – klasulanya telah di 
tetapkan oleh bank. Walaupun perjanjian utang – piutang dibuat oleh pihak 
bank, tetapi tetap harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam 
Pasal 1320 KUHPerdata . hal itu agar supaya perjanjian pinjam meminjam 
uang tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
Setelah syarat–syarat administrasi utang–piutang dipenuhi oleh 
nasabah, pihak bank kemudian akan menyediakan akta perjanjian utang–
piutang yang di buat oleh pihak bank untuk terlrbih dahulu dibaca oleh 
nasabah selaku debitur sebelum melakukan penandatangan perjanjian. 
Apabila nasabah telah membaca dan memahami seluruh isi akta 
perjanjian utang – piutang tersebut dan menyetujui seluruhnya serta bersedia 
melakukan segal hal yang telah diatur dalam perjanjian tersebut, mak 
terjadilah penandatangan perjanjian oleh pihak Bank dan Nasabah Maka 
sejak saat itulah perjanjian utang – piutang tersebut dapat di laksanakan. 
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Setelah terjadi kesepakatan antara Pihak Bank dengan Nasabah yang 
mengakibatkan terjadinya perjanjian utang – piutang. Maka sejak saat itu 
Pihak Bank mempunyai hubungan hukum dengan Nasabah yang kemudian 
menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing – masing pihak secara timbal 
balik. 
Apabila Nasabah telah melunasi pinjaman beserta bunga atau jasanya 
kepada pihak Bank, maka perjanjian utang – piutang antara Pihak Bank dam 
Pihak Nasabah telah berakhir demi hukum, karena kedua pihak telah 
melakukan hak dan kewajiban secara timbal balik. 
4.1.2 Peraturan serta hak dan kewajiban dalam perjanjian utang – piutang  
Peraturan yang berlaku pada perjanjian utang – piutang antara pihak Bank 
dengan pihak Nasabah di atur dalam Kitap Undang – Undang Hukum 
Perdata. Selain itu, peraturan yang digunakan adalah klausula – klausula baku 
yang ketentuannya terdapat di akta Perjanjian Utang – piutang pada PD. BPR 
BANK KARANGANYAR yang merupakan perjanjian baku yang dibuat oleh 
pihak Bank. 
Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengakibatkan 
timbulnya hak dan kewajiban bagi pihak Bank dan Nasabah secara timbal 
balik hal tersebut sesuai dengan syarat terjadinya perjanjian pasal 1320 ayat 
(1) KUHPerdata, tanggung jawab atas dasar Wanprestasi terdapat dalam pasal 
1243 KUHPerdata sedangkam Perbuatan Melawan Hukum pasal 1365 
KUHPerdata. Kewajiban utama Bank adalah menyedikan pinjaman untuk 
Nasabah sesuai dengan perjanjian. Sedangkan kewajiban utama Nasabah 
adalah melunasi pinjaman beserta bunga dan biaya – biaya lainnya apabila 
ada sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. 
4.1.3 Tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan 
Tanggung jawab hukum muncul karena adanya kesalahan, kesalahan yang 
dilakukan oleh pihak Bank selaku Kreditur atau Nasabah selaku Debitur. 
Kesalahan yang dilakukan oleh pihak Bank dan Debitur karena wanprestasi. 
Hal ini dapat meminta ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata. 
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Tanggung jawab hukum muncul karena adanya kesalahan, kesalahan 
dapat dilakukan pihak Bank dan dapat di lakukan oleh debitur apa bila salah 
satu pihak melakukan kesalahan atau dasar Perbuatan Melawan Hukum maka 
berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata ia harus bertanggung jawab mengganti 
kerugian. Sehingga Nasabah harus mengganti kerugian berdasarkan pasal 
1365 KUHPerdata yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum. 
4.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan penelitian san pembahasan yang diuraikan diatas, maka 
penulis mengemukakan saran sebagai berikut: Diharapkan bagi masyarakat yang 
akan melakukan pengajuan kredit utang–piutang dapat mengerti dan memahami 
kedudukan hukum dalam perjanjian utang–piutang serta persyaratan dan ketentuan 
yang berlaku dalam perjanjian utang–piutang tersbut. 
Diharapkan pihak Nasabah (Debitur) mengetahui kedudukan dan 
tanggungjawab yang harus ia lakukan apabila melakukan kesalahan agar berhati–hati 
dan bertanggungjawab dalam melakukan utang–piutang. Diharapkan pihak Bank 
(Kreditur) lebih tegas dalam memberikan hukuman dan saksi kepada Nasabah 
(Debitur) yang telah melakukan kesalahan dengan ketentuan undang–undang yang 
berlaku.  
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